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PERATURAN MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 /PMK.02/2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
87/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN ANGGARAN BAGIAN
ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA

Menimbang

(BA 999.08)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
87/PMK.02/2015 telah diatur ketentuan mengenai tata
cara penggunaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08);
bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan
mengenai Tata Cara Penggunaan Anggaran Bendahara
Umum Negara untuk Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja
Lainnya (BA 999.08) dan meningkatkan efektivitas serta
akuntabilitas dalam pengajuan usul penggunaan anggaran
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara untuk
Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08), perlu mengubah
ketentuan mengenai tata cara penggunaan anggaran
Bendahara Umum Negara untuk Bagian Anggaran
Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08), yang sebelumnya
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
87/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan
Belanja Lainnya (BA 999.08);
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Mengingat

Menetapkan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.02/2015 tentang Tata
Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.02/2015
tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bendahara Umum
Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 650);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
87/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN
ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08).

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
87/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja
Lainnya (BA 999.08) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 650), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
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tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut
BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disebut BA BUN adalah bagian anggaran
yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran
kementerian negara/lembaga.

BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) yang
selanjutnya disingkat BA 999.08 adalah subbagian
anggaran BUN yang menampung belanja pemerintah
pusat untuk keperluan belanja pegawai, belanja
bantuan sosial, belanja Ilain-lain, yang pagu
anggarannya tidak dialokasikan dalam Dbagian
anggaran kementerian negara/lembaga.

Surat Penetapan Satuan Anggaran BA 999.08 yang
selanjutnya disebut SP-SABA 999.08 adalah dokumen
alokasi anggaran yang ditetapkan untuk suatu
kegiatan, yang dilakukan pergeseran anggaran
belanjanya dari BA 999.08 kebagian anggaran
kementerian negara/lembaga.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disebut DIPA BUN adalah
dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh
kuasa pengguna anggaran BUN.

Surat Penetapan Pergeseran Anggaran Belanja Antar
Subbagian Anggaran dalam Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut
SPP BA BUN adalah dokumen alokasi anggaran yang
ditetapkan dalam rangka pergeseran anggaran belanja
antar subbagian anggaran dalam BA BUN untuk suatu
kegiatan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian
Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut APIP K/L
adalah Inspektorat Jenderal/Inspektorat

Utama/inspektorat atau nama lain yang secara
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